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ABSTRAK 

 

 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PARIWISATA  

DI KABUPATEN TANGGAMUS DAN KONTRIBUSINYA  

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 

 

 

Oleh  

 

Muthiia Dhiya Ulhaq 

 

 

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang 

berasal dari pungutan sebagai balasan jasa atas pemberian izin tertentu yang 

disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan 

atau suatu badan. Kabupaten Tanggamus memiliki kewenangan untuk melakukan 

pemungutan Retribusi Daerah dalam upaya menaikkan penerimaan daerah. 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi 

Tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi dasar hukum dalam melakukan pemungutan 

retribusi di Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus serta kontribusinya terhadap Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu 

pendekatan dengan cara meneliti data primer atau kajian bekerjanya hukum dalam 

masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta 

pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengelolaan 

data dilakukan dengaan cara seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi 

Pariwisata di Kabupaten Tanggamus sudah dilaksanakan dengan peraturan yang 

ada yaitu Perda No. 2 Tahun 2016, hasil pungutan retribusi tersebut langsung ke 

Kas Daerah setiap hari berapapun nominalnya, dan memberikan kontribusi dari 

pungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata pada PAD di tahun 2020 sebesar  

0,03%, tahun 2021 sebesar 0,06%, 2022 sebesar 0,02% dan 2023 sebesar 0,02%. 

PAD yang ada di Kabupaten Tanggamus. 

 

Kata Kunci : Pemungutan, Retribusi Tempat Rekreasi, Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 

 

 

COLLECTION OF LEVIES FOR TOURISM RECREATION AREAS IN 

TANGGAMUS REGENCY AND THEIR CONTRIBUTION TO  

LOCALLY GENERATED REVENUE 

 

 

By  

 

Muthiia Dhiya Ulhaq 

 

 

Regional levies are one component of Regional Original Income which originates 

from levies in return for services for granting certain permits provided and 

facilitated by the regional government for the benefit of an individual or an entity. 

Tanggamus Regency has the authority to collect regional levies in an effort to 

increase regional revenues. Tanggamus Regency Regional Regulation Number 2 of 

2016 concerning Levy for Recreation and Sports Places is the legal basis for 

collecting levies in Tanggamus Regency. This research aims to determine and 

analyze the levy collection for tourism recreation areas carried out by the 

Tanggamus Regency Regional Government as well as its contribution to Original 

Icome in Tanggamus Regency. 

 

This research uses empirical juridical legal research methods, namely an approach 

by examining primary data or studying the operation of law in society. The data 

used are primary data and secondary data and data collection uses library research 

and field studies. Data management is carried out by means of data selection, data 

classification, and data preparation. 

 

The results of this research show that the levy collection for tourism recreation 

areas in Tanggamus Regency has been implemented according to existing 

regulations, the proceeds of the levy collection go directly to the regional treasury 

every day regardless of the nominal value, and the contribution from the levy 

collection for tourism recreation sites to PAD in 2020 is 0. 03%, in 2021 it will be 

0.06%, 2022 it will be 0.02% and 2023 it will be 0.02%. PAD in Tanggamus Regency. 

 

 

Keywords: Collections, Recreation Site Levy, Locally Generated Revenue 
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MOTTO 

 

 

 

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 

“Sesungguhnya sesudah  kesulitan itu ada kemudahan” 

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain” 

(Q.S Al-Insyirah: 5-7) 

 

 

 

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti)  

kamu berbuat baik pada dirimu sendiri” 

(Q.S Al-Isra: 7) 

 

 

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah bahagia karena 

kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter  

kuat untuk melawan kesulitan.” 

(Helen Keller) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan 

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan melalui prinsip otonomi 

yang seluas-luasnya menurut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ada 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang 

dipercayakan negara kepadanya dan menjadi bagi terwujudnya Otonomi daerah 

menurut asas tugas pembantuan. Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan 

pemerintahan umum yang merupakan kewenangan dari presiden yang kemudian 

pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai dan 

dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBPN). 

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah atau yang disingkat UU HKPD pendapatan daerah 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan suatu komponen sumber 

keuangan yang dimiliki daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari berbagai 

komponen, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang terpisah dan penerimaan lain yang sah.  

Desentralisasi fiskal merupakan konsep yang sudah ada dan saat ini sedang 

diterapkan di Indonesia. Tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan 

pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia dengan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun pada 
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kenyataannya penyelenggaraan desentralisasi fiskal menimbulkan fenomena-

fenomena yang banyak terjadi kasus dalam penerapannya, yaitu untuk mencapai 

tujuan tersebut tidak bisa selalu beriringan. Desentralisasi fiskal merupakan 

kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah sejak ditetapkannya UU Pemda. 

Berdasarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau yang disingkat UU HKPD 

merupakan komponen sumber keuangan yang dimiliki daerah. PAD terdiri dari 

berbagai komponen, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang terpisah dan penerimaan lain yang sah.  

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang berasal dari pungutan 

sebagai balasan jasa atas pemberian izin tertentu yang disediakan dan difasilitasi 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau suatu badan. 

Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk meingkatkan potensi penerimaan 

APBD melalui PAD dengan mengoptimalkan penerimaan melalui sektor retribusi. 

Peraturan tentang Reribusi Daerah mengalami perubahan dimana dalam UU HKPD 

terjadi penyederhanaan melalui jumlah rasionalisasi jumlah retribusi daerah, 

tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas retribusi yang akan dipungut 

Pemerintah Daerah serta mendorong kemudahan berusaha.  

Pasal 87 ayat (1) UU HKPD meyebutkan bahwa pelayanan retribusi masih 

diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis namun jumlah dan jenis objek dari retribusi 

disederhanakan dimana yang sebelumnya terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis objek 

dari retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah  menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan retribusi. Salah 

satu jenis retribusi yang masih ada di dalam UU HKPD adalah retribusi pelayanan 

tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang termasuk dalam jenis pelayanan 

retribusi jasa usaha seperti tertuang dalam Pasal 88 ayat (3) UU HKPD. Retribusi 

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan sebagian dari 

retribusi yang berpotensi bagi Pendapatan Asli Daerah yang mampu menaikkan 

perekonomian daerah. 
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Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi 

Lampung dengan berpusat kota di Kota Agung.  

Kabupaten Tanggamus terkenal dengan keindahan alam di dalamnya, hal itu 

membuat pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus memanfaatkan potensi 

keindahan alam tersebut dengan mengelola objek wisata alam. Objek wisata alam 

yang terkenal di Kabupaten Tanggamus yaitu : Teluk Kiluan, Air Terjun Way Lalaan, 

Taman Wisata Pantai Muara Indah, Pantai Pesisir Khikit, dan Pantai Gigi Hiu. 

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang memberikan dampak 

positif bagi suatu daerah. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 

pengelolaan sektor pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. 

Kabupaten Tanggamus memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan 

Retribusi Daerah dalam upaya menaikkan penerimaan daerah. Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi 

dan Olahraga menjadi dasar hukum dalam melakukan pemungutan retribusi di 

Kabupaten Tanggamus. 

Penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Tanggamus dapat diketahui  seperti pada tabel di bawah ini:1 

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanggamus 2020-2023 

 

No. 

 

Tahun 

Anggaran 

 

Pendapatan Asli 

Daerah 

 

Retribusi Daerah 

 

Retribusi 

Tempat 

Rekreasi 

Pariwisata 

1. 2020 76.828.494.694 2.157.871.695 29,840,000 

2. 2021 95.793.094.980 2.089.822.318 64,575,000 

3. 2022 70.397.657.864 2.532.268.396  153,295,000 

4. 2023 72,008,739,226. 2.643.475.901 179,725,000 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus 

                                                           
1 BPS Kabupaten Tanggamus, “Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Menurut 

Jenis Pendapatan (ribu rupiah) https://tanggamuskab.bps.go.id/publikasi.html (diakses pada 23 

September 2023, Pukul 20.03) 

https://tanggamuskab.bps.go.id/publikasi.html
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Statistik pada tabel menunjukkan bahwa penerimaan PAD di Kabupaten Tanggamus 

mengalami kenaikan pada tahun 2021 , tetapi di tahun 2022 PAD mengalami 

penurunan dan ditahun 2023 kembali mengalami kenaikan. Pada penerimaan 

retribusi daerah tahun 2021 mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 hingga 

2023 mengalami kenaikan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Tanggamus No. 2 

Tahun 2016, retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Tanggamus adalah Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga. 

Menurut Mudrajad Kuncoro ada 5 (lima) faktor utama rendahnya penerimaan daerah 

yang mengakibatkan tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pusat, 

yaitu :2 

1. Alasan politis yang berkaitan kekhawatiran bila kemandirian keungan daerah 

akan menimbulkan kecenderungan disintegrasi dan separatism; 

2. Kendatipun jenis pajak daerah bermacam-macam, akan tetapi hanya sedikit yang 

dapat dimaksimalkan sebagai sumber penerimaan daerah; 

3. Kurangnya peran perusahaan daerah sebagai sumber penerimaan daerah; 

4. Tidak maksimalnya pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah.  

5. Tingginya tingkat sentralisasi dalam bidang perpajakan; 

Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu mengevaluasi penyelenggaraan 

pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata di Kabupaten Tanggamus dengan 

membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan agar pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi 

pariwisata dapat berjalan dengan efektif dan memberikan kontribusi besar bagi PAD 

Kabupaten Tanggamus. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran kepada para 

subjek retribusi tentang pentingnya pemungutan retribusi sebagai bentuk 

penerimaan daerah yang manfaatnya juga langsung dirasakan oleh para subjek 

dengan meningkatnya kualitas dari fasilitas dan sarana yang diberikan oleh 

pemerintah Kabupaten Tanggamus. Hal ini memerlukan peran aktif dari para 

pelaksana pemungutan retribusi tempat rekreasi dan juga subjek retribusi agar 

                                                           
2 Mudrajad Kuncoro “Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan”,  

Prisma, No. 4, (1995), hlm. 7 
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penyelenggaraan pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata di Kabupaten 

Tanggamus dapat berjalan dengan baik dan efisien.  

Retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata memiliki potensi sebagai salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah. Potensi yang dimiliki Kabupaten Tanggamus 

dalam sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan yang bisa dimanfaatkan 

untuk meningkatkan pendapatan. Adanya permasalahan yang berhubungan dengan 

lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata seperti, sarana dan prasarana, 

belum meratanya pembangunan pariwisata, masih rendahnya sumber daya manusia 

yang profesional dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum berkembang.3 Oleh 

sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus harus berupaya agar 

pengembangan dapat berjalan sesuai dengan kewenangannya. Dinas Pariwisata 

dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk mengelola pariwisata yang ada di 

Kabupaten Tanggamus. Kewenangan yang melekat pada Dinas Pariwisata dalam 

peningkatan pengelolaan pariwisata merupakan upaya untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanggamus.  

Berdasarkan dengan kondisi dan fakta yang sudah dipaparkan, penulis tertarik untuk 

meneliti dan mengamati pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tempat 

rekreasi pariwisata di Kabupaten Tanggamus dan akan ditulis dalam skripsi dengan 

judul “Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata di Kabupaten 

Tanggamus dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3https://www.kompasiana.com/mrhan219/645168ab4addee6a787af372/faktor-penghambat-dalam-

mengembangkan-daya-tarik-objek-wisata, diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 14.24 

WIB 

https://www.kompasiana.com/mrhan219/645168ab4addee6a787af372/faktor-penghambat-dalam-mengembangkan-daya-tarik-objek-wisata
https://www.kompasiana.com/mrhan219/645168ab4addee6a787af372/faktor-penghambat-dalam-mengembangkan-daya-tarik-objek-wisata
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1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan dengan latar belakang  diatas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi 

dasar pemikiran dalam penelitian, yakni: 

1. Bagaimana pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan 

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi 

pariwisata dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Tanggamus?  

 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada studi hukum administrasi negara 

yaitu mengenai Retribusi Daerah terkhusus Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi 

Pariwisata. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tanggamus, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sub Bidang 

Penerimaan dan Keberatan Pendapatan Daerah di Bidang Penerimaan Evaluasi dan 

Pengendalian Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus serta akan mengambil 

sampel pada objek wisata Taman Wisata Pantai Muara Indah dan Air Terjun Way 

Lalaan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemungutan retribusi tempat rekreasi 

pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus serta 

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam 

pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dan kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus. 
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1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Teoritis 

Manfaat dan kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini dapat  digunakan 

sebagai sumber penelitian atau pengembangan kajian di bidang hukum, khususnya  

Hukum Administrasi Negara. 

1.4.2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Praktis 

Manfaat dan kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi referensi 

bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata di 

Kabupaten Tanggamus dan dapat menjadi salah satu sumber kajian yang dapat 

dikembangkan untuk penelitian berikutnya. Hasil yang ingin dicapai dari penulisan 

ini juga diharapkan dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat juga menjadi 

bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus untuk 

mengevaluasi produk hukum yang berlaku terkait dengan pemungutan dari retribusi 

tempat rekreasi pariwisata dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah 

khususnya di Kabupaten Tanggamus.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah 

2.1.1 Pengertian Kewenangan 

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang diartikan sebagai hak dan juga 

kekuasaani yangi dimilikii untuki dapati melakukani sesuatu.i Kewenangani biasanyai 

terdirii darii sejumlahi wewenangi berupai kekuasaani atasi golongani tertentui ataui jugai 

kekuasaani atasi suatui bagiani pemerintahan.4
 i Kewenangani ataui wewenangi adalahi 

bagiani yangi pentingi dalami kajiani Hukumi Administrasii Negara,i karenai dalami 

menjalankani urusani pemerintahani didasarkani padai wewenangi yangi dii peroleh.5
 i 

Menuruti Pasali 1i angkai 6i Undang-Undangi Nomori 30i Tahuni 2014i tentangi 

Administrasii Pemerintahani disebutkani pengertiani darii kewenangani yangi 

merupakani kekuasaani untuki bertindaki dalami ranahi hukumi publiki olehi Pejabati 

Pemerintahani dan/ataui Badani ataui penyelenggarai negarai lainnya. 

Menuruti H.i D.i Stouti dalami Ridwani HRi kewenangani adalahi keseluruhani peraturani 

mengenaii carai memperolehi dani menggunakani wewenangi pemerintahani olehi 

subyeki hukumi publiki dalami hubungani hukumi publik.6 i Dalami pengertiani konsepi 

kewenangani yangi dikemukakani H.i D.i Stout,i adai duai unsuri yangi terkandungi yaitui 

adanyai aturan-aturani hukum,i sertai adanyai sifati hukum.i Sebelumi kewenangani 

tersebuti dii limpahkani kepadai institusii yangi akani melaksanakannya,i makai harusi 

ditentukani terlebihi dahului dalami peraturani perundang-undangani apapuni bentuki 

peraturani tersebut. 

                                                           
4 Prajudi Atmosudirjo, Teori Kewenangan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.6. 
5 Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm.52. 
6 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 110. 
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Dalami bukui Yusrii Munafi wewenangi menuruti S.i F.i Marbuni adalahi kesanggupani 

untuki melakukani tindakani hukumi publiki yangi secarai yuridisi merupakani 

kesanggupani bertindaki yangi diberikani olehi peraturani perundang-undangani yangi 

berlakui untuki melakukani berbagaii hubungani hukum. 7
 i Kewenangani dani 

wewenangi seringkalii disamakani dalami berbagaii literaturi ilmui hukum,i ilmui 

politik,i sertai ilmui pemerintahan.8 

Kewenangani adalahi haki untuki menggunakani wewenangi yangi dimilikii olehi 

seorangi pejabati ataui institusii sesuaii dengani peraturani yangi berlaku.i Dengani 

demikian,i kewenangani jugai mencakupi kemampuani untuki melakukani tindakani 

hukumi yangi dapati dilakukani secarai formal.i Olehi karenai itu,i kewenangani adalahi 

kekuasaani formali yangi dimilikii olehi pejabati ataui institusi.i F.A.M.i Stroinki dani J.G.i 

Steenbeeki menyebuti kewenangani sebagaii konsepi intii dalami hukumi tatai negarai 

dani hukumi administrasii negarai karenai pentingnyai kewenangani dalami kajiani 

hukumi tatai negarai dani hukumi administrasii negara.9 

Menuruti Atengi Syarifudini terdapati perbedaani definisii antarai kewenangani dani 

wewenang.i Kewenangani (authority,i gezag)i dapati diartikani sesuatui yangi diberikani 

olehi undang-undangi yangi dii dalamnyai kewenangani itui terdapati wewenang-

wewenangi (rechtshei voegdheden),i sedangkani wewenangi (competence,i 

bevoegheid)i dapati diartikani hanyai tentangi suatui “onderdeel”i (bagian)i tertentui sajai 

mengenaii kewenangan.i Wewenangi merupakani cakupani darii tindakani publik,i 

cakupani wewenangi pemerintahan,i yangi tidaki sajai meliputii wewenangi sebagaii 

pelaksanaani tugasi dani memberikani wewenangi sertai wewenangi utamanyai 

ditetapkani dalami peraturani perundang-undangan.10 

Berdasarkani padai pemahamani dii atas,i dapati diketahuii bahwai kewenangani 

merupakani haki ataui kekuasaani yangi dimilikii berdasarkani peraturani perundang-

undangani yangi adai untuki melaksanakani tindakani hukumi publiki yangi dapati 

                                                           
7 Yusri Munaf,Op.Cit, hlm.53. 
8 Budiarjo, Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1998), hlm. 35-36 
9 Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 101. 
10 Ateng Syarifudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih dan Bertanggung 

Jawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (2000), hlm. 22. 
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melakukani hubungani hukum,i dimanai tindakani itui berasali darii undang-undangi 

yangi berlaku. 

 

2.1.2. Sumberi dani Carai Memperolehi Kewenangan 

Prinsipi utamai dalami penyelenggarani pemerintahani dalami sistemi negarai 

konstituentali dalami negarai hukumi dikenali sebagaii asasi legalitas.i Dalami 

pelaksanaani kewenangannyai pemerintahi daerahi mengaturi dani mengelolai sendirii 

urusani pemerintahannnya,i sumberi kewenangani menjadii salahi satui poini penting,i 

mengingati padai prinsipnya,i daerahi dalami konstruksii negarai kesatuan,i pelaksanaani 

pemerintahani daerahi tidaki bolehi bertentangani dengani pemerintahi pusat.i Dalami 

konteksi negarai hukum,i sumberi kewenangani pemerintahani harusi berdasarkani padai 

ketentuani hukumi yangi secarai kontekstuali berasali darii peraturani perundang-

undangan.i Secarai teori,i wewenangi dapati diperolehi melaluii tigai carai menuruti 

peraturani perundang-undangan,i yaitui kewenangani yangi diperolehi melaluii atribusi,i 

kewenangani yangi diperolehi melaluii delegasii dani kewenangani yangi diperolehi darii 

mandat.11 

Atribusii diartikani sebagaii kewenangani yangi diberikani olehi suatui badani legislatifi 

yangi independeni kepadai suatui organi pemerintahi ataui lembagai negara.i Atribusii 

ditunjukkani dalami pengertiani kewenangani yangi dimilikii olehi suatui bagiani 

pemerintahani dalami menyelenggarakani pemerintahannyai berdasarkani dengani 

kewenangani yangi ditunjuki olehi pembuati peraturani perundang-undangan.12 

Delegasii merupakani kewenangani yangi dilimpahkani darii kewenangani atribusii 

yangi i berasali darii suatui badani pemerintahani kepadai badani lainnyai yangi kemudiani 

badani yangi telahi memberii kewenangani dapati mengujii kewenangannyai tersebuti 

atasi namanya.i Pemberiani kewenangani untuki mengaturi lebihi lanjuti mengenaii 

teknisi ataui pelaksanai darii undang-undangi disebuti dengani pemberiani kewenangani 

delegasi.i Prosesi pendelegasiani kewenangani regulasii ataui legislasii inilahi yangi 

                                                           
11 Ridwan HR, Op.Cit, hlm.101. 
12 Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, Sosfilkom, Vol.XIII, No. 01, (2019), hlm. 10-11 
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disebuti sebagaii pendelegasiani kewenangani legislatifi ataui “legislativei delegationi 

ofi thei rulei makingi power”.13 

Mandati padai umumnyai diberikani antarai atasani dani bawahani dalami suatui jabatani 

ataui suatui pelimpahani wewenangi kepadai bawahan.i Padai mandat,i tanggungi jawabi 

tidaki berpindahi kepadai mandatarisi (penerimai mandat),i namuni tetapi beradai dii 

tangani penerimai mandat.i Dengani demikian,i semuai akibati hukumi yangi 

ditimbulkani olehi adanyai keputusani yangi dikeluarkani olehi penerimai mandati 

adalahi tanggungi jawabi pemberii mandat.14 

Kewenangani yangi diperolehi dengani carai atribusii berasali darii pembagiani 

kekuasaani negarai secarai konstitusional,i sedangkani kewenangani darii delegasii dani 

mandati adalahi kewenangani yangi berasali darii pelimpahani kekuasaan.i Dalami bukui 

Yusrii Munaf,i Philipusi M.i Hadjoni menyatakani bahwai adanyai perbedaani antarai 

kewenangani delegasii dani kewenangani mandat.i Dalami proseduri pelimpahannya,i 

delegasii berasali darii suatui bagiani pemerintahani kepadai bagiani pemerintahani yangi 

laini berdasarkani peraturani perundang-undangan,i dengani tanggungi jawabi dani 

responsibilitasi ikuti beralihi kepadai delegetaris.i Pemberii delegasii tidaki bisai 

menggunakani wewenangi yangi sudahi dilimpahkani tersebuti kecualii setelahi adai 

pencabutani yangi berpegangi padai asasi contrariusi actus,i yaitui asasi yangi 

menyatakani bahwai Badani ataui Pejabati Tatai Usahai Negarai (TUN)i yangi 

menerbitkani Keputusani TUNi dengani sendirinyai jugai memilikii kewenangani untuki 

membatalkani keputusani yangi dibuatnya.i Kewenangani yangi diperolehi olehi hali 

mandat,i pelimpahani kewenangani berdasarkani hubungani antarai atasani dengani 

bawahani yangi bersifati rutin,i dimanai tanggungi jawabi dani responsibilitasi tetapi 

terletaki padai pemberii mandat.i Pemberii mandati bisai menggunakani sendirii 

kewenangani yangi telahi dilimpahkani setiapi saat.15 

Sanksii administrasii dalami hukumi administrasii negarai adalahi penerapani 

kewenangani pemerintah,i yangi berasali darii aturani tertulisi dani tidaki tertulisi 

aturanhukumi administrasii negara.i Kewenangani inii biasanyai memberikani kepadai 

                                                           
13 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 148. 
14 Ibid, hlm. 13. 
15 Yusri Munaf, Op.Cit., hlm. 53 
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pemerintahi untuki menetapkani norma-normai dalami hukumi administrasii negara,i 

dani jugai memberikani kewenangani untuki menegakkani norma-normai tersebuti 

melaluii penerapani sanksii bagii merekai yangi melanggari norma-normai tersebut.16 

 

2.2. Pendapatani Daerah 

2.2.1. Penerimaani Daerah 

Keuangani daerahi adalahi segalai haki dani kewajibani daerahi yangi berkaitani dengani 

penyelenggaraani pemerintahani daerahi dalami bentuki kekayaani daerahi yangi 

berkaitani dengani gaki dani kewajibani daerah.i Pengelolaani perekonomiani daerahi 

meliputii seluruhi kegiatani perencanaan,i pelaksanaan,i pengelolaan,i pelaporan,i 

pertanggungjawabani dani pengawasani perekonomiani daerah.i APBDi merupakani 

rencanani keuangani pemerintahi daerahi yangi dibahasi dani disepakatii bersamai olehi 

jajarani pemerintahi daerahi sertai dewani perwakilani daerahi yangi kemudiani 

ditetapkani dalami bentuki peraturani daerah. 

Dalami pasali 1i angkai 12i Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 2022i tentangi Hubungani 

Keuangani antarai Pemerintahi Pusati dani Pemerintahi Daerahi penerimaani daerahi 

merupakani uangi yangi masuki kei kasi daerah.i Penerimaani daerahi mencakupi semuai 

haki daerahi yangi diakuii sebagaii penambahi nilaii kekayaani bersihi selamai tahuni 

anggarani satuani kerjai Perangkati Daerah.i Sumberi -sumberi keuangani daerahi 

merupakani penerimaani yangi berasali darii berbagaii sumberi pendapatani daerahi dani 

dikelolai olehi pemerintahani daerah. 

Penerimaani daerahi dalami penyelenggaraani desentralisasii berdasarkani padai UUi 

HKPDi bersumberi dari: 

1. Pendapatani Aslii Daerahi  

Pendapatani Aslii Daerahi (PAD)i adalahi alirani penerimaani daerahi yangi terdirii darii 

pungutani pajaki daerah,i retribusii daerah,i hasili pengelolaani kekayaani daerahi yangi 

terpisahi dani pendapatani aslii daerahi laini yangi sahi yangi memilikii tujuani 

memberikani kewenangani kepadai pemerintahi daerahi agari dapati mendanaii 

                                                           
16 Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 296. 
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penyelenggaraani otonomii daerahi sesuaii dengani potensii yangi dimilikii sebagaii 

implementasii darii desentralisasi. 

2. Transferi kei Daerahi (TKD) 

Menuruti Pasali 1,i Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 2022i tentangi Hubungani 

Keuangani antarai Pemerintahi Pusati dani Pemerintahi Daerahi Pendapatani transferi kei 

daerah,i meliputi transferi pemerintahi pusati yangi terdiri: 

a. Danai Bagii Hasili (DBH) 

Danai bagii hasili adalahi bagiani darii penerimaani daerahi berupai TKDi yangi 

disalurkani dengani presentasei tertentui darii APBNi dani kinerjai tertentu,i yangi 

disalurkani kepadai daerahi produksii yangi bertujuani untuki menekani 

ketimpangani fiskali antarai pemerintahi pusati dengani pemerintahi daerah,i sertai 

kei daerahi laini noni produksii sebagaii penanggulangani eksternalitasi negatifi 

dan/ataui meningkatkani pemerataani dalami suatui wilayah. 

b. Danai Alokasii Umumi (DAU) 

Danai alokasii umumi merupakani penerimaani daerahi yangi disalurkani yangi 

bertujuani mengurangii ketimpangani kemampuani fiskali dani pelayanani publiki 

antari daerah. 

c. Danai Alokasii Khususi (DAK) 

Danai alokasii khususi adalahi penerimaani daerahi yangi disalurkani untuki 

membiayaii program,i kegiatan,i dan/ataui kebijakani tertentui yangi menjadii 

prioritasi nasionali dani membantui operasionalisasii layanani publik,i yangi 

penggunaannyai telahi ditentukani olehi pemerintah. 

d. Danai Otonomii Khusus 

Danai otonomii khususi adalahi danai yangi disalurkani kepadai daerahi tertentui 

untuki membiayaii pelaksanaani otonomii khususi sebagaimanai ditetapkani dalami 

Undang-Undangi mengenaii otonomii khusus. 

e. Danai Keistimewaan 

Danai keistimewaani adalahi penerimaani daerahi yangi disalurkani untuki 

mendukungi urusani keistimewaani suatui daerahi sebagaimanai yangi ditetapkani 

dalami Undang-Undangi yangi manai daerahi tersebuti ialahi Daerahi Istimewai 

Yogyakarta. 
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f. Danai Desai  

Danai desai merupakani danai untuki mendukungi pembiayaani penyelenggaraani 

pemerintahi desa,i penyelenggaraani pembangunan,i pemberdayaani masyarakat,i 

dani pembinaani masyarakati dii desa. 

3. Lain-Laini Pendapatani Daerahi yangi Sah 

Pendapatani laini yangi sahi yaitui pendapatani yangi diperolehi darii pemerintahi daerahi 

selaini tigai jenisi pendapatani tersebuti dii atas.i Pendapatani inii antarai laini adalahi hasili 

penjualani kekayaani daerahi yangi tidaki dipisahkan,i jasai giro,i pendapatani bunga,i 

keuntungani selisihi nilaii tukari rupiahi terhadapi matai uangi asing,i sertai komisi,i 

potongan,i ataupuni bentuki laini sebagaii akibati darii penjualani ataui pengadaani 

barangi dan/ataui jasai olehi daerah. 

2.2.2.i  Pendapatani Aslii Daerah 

Pendapatani Aslii Daerahi (PAD)i merupakani pendapatani yangi bersumberi darii hasili 

pajaki retribusii daerah,i hasili pajaki daerah,i hasili pengelolaani kekayaani daerahi yangi 

dii pisahkan,i dani pendapatani laini yangi sah,i dengani tujuani memberikani keleluasaani 

kepadai tiap-tiapi daerahi untuki menggalii pendanaani dalami melaksanakani otonomii 

daerahi sebagaii perwujudani asasi desentralisasi.17 

Pendapatani Aslii Daerahi adalahi salahi satui komponeni penerimaani daerahi yangi 

diusahakani langsungi olehi pemerintahi daerahi darii hasili pungutani pajaki daerah,i 

hasili pungutani retribusii daerah,i sertai hasili perusahaani miliki daerah,i dani hasili 

pengelolaani kekayaani daerahi yangi terpisah,i pendapatani transfer,i dani pendapatani 

aslii daerahi laini yangi sah. 

Pendapatani Aslii Daerahi adalahi sumberi penerimaani keuangani potensiali yangi 

mampui menunjangi Anggarani Pendapatani dani Belanjai Daerahi (APBD)i gunai 

membiayaii operasionali i rumahi tanggai daerah.i Pendapatani Aslii Daerahi merupakani 

penerimaani yangi diperolehi pemerintahi daerahi dani dipunguti berdasarkani ketentuani 

peraturani daerahi yangi berdasarkani dengani peraturani perundang-undangan.18 

                                                           
17 Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah 

(Yogyakarta : deepublish, 2018), hlm. 24 
18 Abdul Halim, Menejemen Keuangan Sektor Publik “Problematika Penerimaan dan 

Pengeluaran Pemerintah”, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 164. 
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Pendapatani Aslii Daerahi jugai berfungsii sebagaii alati pengukuri kemandiriani daerahi 

dalami membiayaii urusani rumahi tangganyai sendirii dengani mengelolai dani 

memanfaatkani sumberi dayai berpotensii yangi tersediai dii daerahi tersebut.i PADi 

menjadii tulangi punggungi dalami pembiayaani daerahi yangi manai dalami 

pelaksanaani ekonomii ditentukani darii seberapai i berkontribusinyai PADi i terhadapi 

APBD.i Semakini besari tingkati kontribusinyai makai semakini kecili tingkati 

ketergantungani pemerintahi daerahi terhadapi subsidii darii pemerintahi pusat. 

 

Pendapatani Aslii Daerahi (PAD)i berdasarkani Pasali 175i UUi Pemda,i yangi 

merupakani komponeni darii PADi sebagaii sumberi penerimaani daerahi ialahi sebagaii 

berikut: 

1. Pajaki Daerah 

Pajaki Daerahi adalahi pajaki yangi dipunguti olehi Pemerintahi Daerahi dani 

dibedakani menjadii Pajaki Daerahi Pemerintahi Provinsii dani Pajaki Daerahi 

Pemerintahi Kabupaten/Kota.19 

 

Pajaki daerahi adalahi iurani wajibi yangi dilakukani olehi daerahi kepadai orangi 

pribadii ataui badani kepadai daerahi tanpai imbalani langsungi yangi seimbang,i 

yangi dapati dipaksakani berdasarkani peraturani perundang-undangani yangi 

berlaku,i yangi digunakani untuki membiayaii penyelenggaraani pemerintahani 

daerahi dani pembangunani daerah. 20
 i Pemerintahi Daerahi dengani Peraturani 

Daerahi (Perda),i yangi wewenangi pemungutannyai dilaksanakani olehi 

Pemerintahi Daerahi dani hasilnyai digunakani untuki membiayaii pengeluarani 

Pemerintahi Daerahi dalami melaksanakani penyelenggaraani pemerintahani 

daerahi dani pembangunani dii daerah.i Pemerintahi Provinsii dani Pemerintahi 

Kabupaten/Kotai diberii kewenangani otonomii daerahi sehinggai pajaki daerahi 

terbagii atasi Pajaki Provinsii dani Pajaki Kabupaten/Kota.21 

                                                           
19 Abdul Kadir, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia”, 

(Medan: 2009), hlm. 30. 
20 Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm.8.  
21 Marihot P. Siahaan, 2005, Op.Cit, hlm. 10. 
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Jenisi pajaki daerahi menuruti Undang-Undangi Nomori 28i Tahuni 2009i tentangi 

Pajaki Daerahi dani Retribusii Daerah,i sebagaii berikut: 

a. Jenisi Pajaki Provinsi: 

1) Pajaki Kendaraani Bermotor; 

2) Pajaki Baliki Namai Kendaraani Bermotor; 

3) Pajaki Bahani Bakari Kendaraani Bermotor; 

4) Pajaki Airi Permukaan; 

5) Pajaki Rokok; 

b. Jenisi Pajaki Kabupaten/Kota: 

1) Pajaki Hotel; 

2) Pajaki Restoran; 

3) Pajaki Hiburan; 

4) Pajaki Reklame; 

5) Pajaki Penerangani Jalan; 

6) Pajaki Minerali Bukani Logami dani Batuan; 

7) Pajaki Parkir; 

8) Pajaki Airi Tanah; 

9) Pajaki Sarangi Burungi Walet; 

10) Pajaki Bumii dani Bangunani (PBB)i Pedesaani dani Perkotaan; 

11) Beai Perolehani Haki atasi Tanahi dani Bangunani (BPHTB). 

 

2. Retribusii Daerah 

Retribusii adalahi pembayarani wajibi darii penduduki kepadai negarai karenai 

adanyai jasai tertentui yangi diberikani olehi negarai bagii penduduknyai secarai 

perorangani yangi manai jasai tersebuti bersifati langsungi bagii yangi membayari 

retribusii yangi menikmatii balasi jasai darii negara.22 

 

Menuruti Undang-Undangi Nomori 28i Tahuni 2009i tentangi Pajaki Daerahi dani 

Retribusii Daerah,i retribusii daerahi adalahi pungutani daerahi sebagaii 

pembayarani atasi jasai ataui pemberiani izini tertentui yangi khususi disediakani 

                                                           
22 Abdul Kadir, Op. Cit, hal. 68. 
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dan/ataui diberikani olehi pemerintahi daerahi untuki kepentingani orangi 

pribadii ataui badan. 

Retribusii Daerahi mencakupi tigai objeki retribusi,i yaitui retribusii jasai umum,i 

retribusii jasai usaha,i dani retribusii perizinani tertentu. 

3. Hasili Perusahaani Miliki Daerahi dani Hasili Pengelolaani Kekayaani Daerah 

Perusahaani daerahi merupakani kesatuani produksii yangi bersifati memberii 

jasa,i menyelenggarakani pemanfaatani umumi dani memupuki pendapatani 

bagii daerah.i Tujuani darii Perusahaani daerahi adalahi untuki turuti sertai 

melaksanakani pembangunani daerah,i dani pembangunani kebutuhani rakyati 

dengani mengutamakani industrilisasii dani ketentramani sertai ketenangani 

kerjai menujui masyarakati adili dani makmur. 

Perusahaani daerahi bergeraki dalami kegiatani yangi sesuaii dengani urusani rumahi 

tangganyai masing-masingi menuruti perundang-undangani yangi mengaturi pokok-

pokoki pemerintahani daerah.i Cabang-cabangi produksii yangi pentingi bagii daerahi 

dani menguasaii hajati hidupi orangi banyaki dii daerah,i yangi modali untuki seluruhnyai 

merupakani kekayaani daerahi yangi dipisahkan.23 

PADi sebagaii penerimaani daerahi berasali darii hasili kontribusii tiap-tiapi komponeni 

PAD.i Sepertii kontribusii Retribusii Daerahi terhadapi PAD.i Analisisi kontribusii 

Retribusii Daerahi adalahi suatui analisisi yangi bertujuani agari dapati mengetahuii 

besarani parameteri sumbangsihi yangi dapati disumbangkani darii pendapatani 

retribusii daerahi terhadapi PAD.i  

Untuki mengetahuii seberapai besari kontribusii pendapatani darii Retribusii Daerahi 

terhadapi PADi dapati dihitungi menggunakani rumusi sebagaii berikut:24
i  

Kontribusii = i i Realisasii Retribusii Tempati Rekreasii Pariwisata 

   Realisasii Retribusii Daerah 

Kontribusii = i i Realisasii Retribusii Daerah 

   Realisasii PAD 

                                                           
23 Yuswanto, Nurmayani, Ati Yuniati, Marlia Eka Putri, Eka Deviani, dan Satria Prayoga, Hukum 

Keuangan Negara, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014), hlm.133-134. 
24 J. Supranto, Statistik Deskriptif, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 2. 

X 100% 

X 100% 
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2.3. Retribusi 

2.3.1.i  Pengertiani Retribusi 

Menuruti Undang-Undangi No.i 1i Tahuni 2022i tentangi Hubungani Keuangani antarai 

Pemerintahi Pusati dani Pemerintahi Daerahi (UUi HKPD)i retribusii adalahi pungutani 

daerahi sebagaii pembayarani atasi jasai ataui pengeluarani izini tertentui yangi 

diterbitkani olehi pemerintahi daerahi secarai tegasi gunai kepentingani perseorangani 

ataui badan. 

Retribusii daerahi adalahi pungutani yangi dipunguti olehi pemerintahi terhadapi 

perorangani ataui badani yangi menggunakani pelayanani yangi disediakani pemerintah,i 

dengani pertimbangani langsungi dibayarkani kepadai masyarakati penggunai jasa. 25 

Retribusii daerahi berbedai dengani pajak,i hali inii dii tandaii dengani faktai bahwai tidaki 

adai pertimbangani ataui kontraprestasii pembayaran.i Sebaliknya,i setiapi pembayarani 

menerimai pertimbangani langsungi dalami bentuki pembayarani darii pemerintahi 

negarai bagian,i dani adai jugai penegakani dani sanksii ekonomisi terkaiti dengani 

pemungutan.26 

Dilihati darii beberapai pengertiani diatas,i makai dapati disimpulkani bahwai pengertiani 

retribusii daerahi ialahi pungutani daerahi yangi dipunguti sebagaii bentuki balasi jasai 

dani atasi pemberiani izini tertentui kepadai perseorangani ataui badani yangi ditawarkani 

dan/ataui diberikani olehi pemerintahi daerah. 

Dalami UUi HKPDi objeki darii retribusii adalahi penyediaan/pelayanani barangi 

dan/ataui jasai sertai pemberiani izini tertentui olehi pemerintahi daerahi kepadai 

perseorangani ataui badan.i Wajibi retribusii mencakupi perseorangani ataui badani yangi 

memanfaatkani pelayanani barang,i jasa,i dan/ataui perizinani yangi telahi disediakan. 

Retribusii daerahi merupakani komponeni PADi yangi memilikii potensii besari sebagaii 

pemasukani daerahi dani menjadii salahi satui indikatori pentingi untuki mengetahuii dani 

mengevaluasii kinerjai pengelolaani keuangani pemerintahi daerah.i Jikai retribusii 

                                                           
25 Anggoro Damas Dwi, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 

240. 
26 Marlia Eka Putri A.T., Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, (Bandar Lampung: AURA, 2016) 

hlm. 72. 
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suatui daerahi sesuaii dengani targeti makai menunjukkani kinerjai keuangani yangi baiki 

darii daerahi tersebut. 

Adai beberapai perubahani terkaiti retribusii yangi diaturi dalami UUi PDRDi dengani 

yangi diaturi dalami UUi HKPD.i Adanyai penyederhanaani jumlahi retribusii dalami UUi 

HKPDi yangi bertujuani meningkatkani efektifitasi retribusii yangi akani dipunguti 

pemerintahi daerah,i mengurangii kesulitani masyarakati dalami memanfaatkani 

layanani publiki yangi merupakani kewajibani darii pemerintahi daerahi dalami 

menyediakan,i dani mendorongi kemudahani berusaha. 

Jenisi retribusii yangi adai dalami UUi HKPDi diklasifikasikani kei dalami 3i (tiga)i jenisi 

pelayanani retribusii dimanai jumlahi dani jenisi objeki darii retribusii dilakukani 

penyederhanaani yangi sebelumnyai terdapati 32i (tigai puluhi dua)i jenisi objeki darii 

retribusii Undang-Undangi No.i 28i Tahuni 2009i menjadii 18i (delapani belas)i jenisi 

pelayanani retribusi.i  

Retribusii daerahi padai dasarnyai adalahi pungutani olehi pemerintahi kepadai 

masyarakatnya,i akani tetapii berbedai dengani pajaki daerah,i padai retribusii tidaki adai 

paksaani bersifati yuridisi melainkani bersifati ekonomis.i Hali inii disebabkani sifati 

retribusii adalahi penggantiani atasi pelayanani jasai darii pemerintahi daerahi yangi 

dinikmatii olehi masyarakat.27 

 

2.3.2.i  Jenis-Jenisi Retribusi 

Retribusii Daerahi mencakupi tigai objeki retribusi,i yaitui retribusii jasai umum,i 

retribusii jasai usaha,i dani retribusii perizinani tertentu.i Jenis-jenisi retribusii yaitui : 

a. Retribusii Jasai Umum 

Objeki retribusii jasai umumi adalahi pelayanani yangi disediakani ataui diberikani 

olehi pemerintahi daerahi sebagaii layanani dasari dengani tujuani kepentingani dani 

pemanfaatani umumi dani dapati dimanfaatkani olehi perseorangani ataui badan. 

 

                                                           
27 Marlia Eka Putri A.T, Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bandar Lampung: Justice 

Publisher 2023) hlm. 85 
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b. Retribusii Jasai Usaha 

Objeki retribusii jasai usahai adalahi pelayanani atasi jasai yangi diberikani olehi 

pemerintahi daerahi dengani menganuti prinsipi komersiali karenai padai dasarnyai 

layanani dani fasilitasi disediakani olehi sektori swasta. 

c. i Retribusii Perizinani Tertentu 

Objeki retribusii perizinani tertentui ialahi pelayanani olehi pemerintahi daerahi 

kepadai perseorangani ataui badani yangi memilikii tujuani untuki mengaturi dani 

mengawasii kegiatani pemanfaatani ruang,i pemanfaatani sumberi dayai alam,i 

barang,i sarana,i prasarana,i ataui fasilitasi tertentui untuki melindungii kepentingani 

masyarakati dani menjagai kelestariani lingkungan. 

 

Menuruti Pasali 88i Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 2022i Hubungani Keuangani 

antarai Pemerintahi Pusati dani Pemerintahi Daerah.i Jenisi retribusii dibagii menjadii 

retribusii jasai umum,i retribusii jasai usaha,i dani retribusii perizinani tertentu.i Jenisi 

pelayanani ataui objeki darii Retribusi 

Jasai Umumi adalahi sebagaii berikut: 

a.i pelayanani kesehatan;i  

b.i pelayanani kebersihan; 

c.i pelayanani parkiri dii tepii jalani umum;i  

d.i pelayanani pasar;i dani  

e.i pengendaliani lalui lintas. 

 

Jenisi pelayanani barangi dan/ataui jasai yangi menjadii objeki darii Retribusii Jasai Usahai 

adalahi sebagaii berikut: 

a. penyediaani tempati kegiatani usahai berupai pasari grosir,i pertokoan,i dani tempati 

kegiatani usahai lainnya;i  

b. penyediaani tempati pelelangani ikan,i ternak,i hasili bumi,i dani hasili hutani 

termasuki fasilitasi lainnyai dalami lingkungani tempati pelelangan;i  

c. penyediaani tempati khususi parkiri dii luari badani jalan;i  

d. penyediaani tempati penginapan/pesanggrahan/vila;i  

e. pelayanani rumahi pemotongani hewani ternak;i  
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f. pelayanani jasai kepelabuhanan;i  

g. pelayanani tempati rekreasi,i pariwisata,i dani olahraga;i  

h. pelayanani penyeberangani orangi ataui barangi dengani menggunakani kendaraani 

dii air;i  

i. penjualani hasili produksii usahai Pemerintahi Daerah;i dani  

j. pemanfaatani aseti Daerahi yangi tidaki mengganggui penyelenggaraani tugasi dani 

fungsii organisasii perangkati daerahi dan/ataui optimalisasii aseti daerahi dengani 

tidaki mengubahi statusi kepemilikani sesuaii dengani ketentuani peraturani 

perundang-undangan. 

Jenisi pelayanani retribusii yangi termasuki sebagaii objeki Retribusii Perizinani Tertentui 

adalahi sebagaii berikut: 

a. persetujuani bangunani gedung;i  

b. penggunaani tenagai kerjai asing;i dani  

c. pengelolaani pertambangani rakyat. 

 

Retribusii Pelayanani Tempati Rekreasii Pariwisatai merupakani jenisi Retribusii Jasai 

Usahai yangi menjadii salahi satui sumberi Pendapatani Daerahi yangi pentingi untuki 

membiayaii pelaksanaani pemerintahani daerahi dani meningkatkani pelayanani kepadai 

masyarakat.i Retribusii Tempati Rekreasii adalahi pembayarani atasi pelayanani tempati 

rekreasii miliki pemerintahi daerahi itui sendiri. 

Menuruti Pasali 3i Peraturani Daerahi Kabupateni Tanggamusi Nomori 2i Tahuni 2016i 

tentangi Retribusii Tempati Rekreasii dani Olahraga,i Objeki Retribusii tempati rekreasii 

dani olahragai adalahi pelayanani tempati rekreasi,i pariwisatai dani olahi ragai yangi 

disediakan,i dimilikii dan/ataui dikelolai olehi Pemerintahi Daerah.i Objeki darii 

retribusii pelayanani tempati rekreasii pariwisatai meliputi; 

a. Tempati rekreasi;i  

b. Tempati bendai cagari budaya;i  

c. Arenai bermaini anak; 

d. Panggungi senii budaya;i  

e. Tempati olahi raga/Gedungi Olahi Raga. 
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Subjeki retribusii tempati rekreasii dani olahi ragai adalahi orangi pribadii ataui badani 

yangi menggunakan/menikmatii pelayanani Tempati Rekreasi,i Pariwisatai dani Olahi 

Ragai darii Pemerintahi Daerah.i Tingkati penggunaani jasai diukuri berdasarkani 

frekwensi,i jenisi dani jangkai waktui layanani tempati rekreasi,i pariwisatai dani olahi 

raga,i dikalikani dengani tarif.i  

Prinsipi dani sasarani dalami penetapani besarnyai tarifi retribusii didasarkani padai 

tujuani untuki memperolehi keuntungani yangi layak.i Retribusii obyeki wisatai terdirii 

darii retribusii pengunjungi ataui karcisi masuk,i izini penempatani lokasii dagang,i 

retribusii tempati parkiri dani pendapatani lain-laini yangi sahi berasali darii obyeki 

wisata.i Retribusii obyeki wisatai inii bersifati memaksai dani jasai baliki darii retribusii 

obyeki wisatai secarai langsungi dapati dirasakani olehi penggunai layanani tersebut.i  

Kontribusii darii retribusii tempati rekreasii pariwisatai ialahi besarani sumbangsihi darii 

retribusii tempati rekreasii pariwisatai terhadapi retribusii daerahi dani PAD.i Besarani 

kontribusii dijadikani tolaki ukuri untuki mengetahuii seberapai besari retribusii tempati 

rekreasii pariwisatai memberikani sumbangsihi dalami penerimaani PAD.i Untuki dapati 

mengukuri tingkati kontribusii adalahi dengani carai melihati perbandingani antarai 

jumlahi penerimaani retribusii daerahi (khususnyai retribusii tempati rekreasii 

pariwisata)i dalami suatui periodei dengani penerimaani jumlahi PAD.i Semakini besari 

hasilnyai makai semakini besari jugai perani darii retribusii tempati rekreasii pariwisatai 

terhadapi PAD,i begitui jugai sebaliknyai apabilai hasili antarai perbandingannyai kecili 

berartii peranani darii retribusii tempati rekreasii pariwisatai terhadapi PADi jugai kecil. 

2.3.3.i  Prinsipi dani Sasarani Penetapani Tarifi Retribusi 

Menuruti Mardiasmo,i prinsipi dani sasarani darii penetapani tarifi retribusii ialah:28 

a. Retribusii Jasai Umum,i ditetapkani dengani memperhatikani biaya,i biayai yangi 

dimaksudi yaitui biayai operasii dani pemeliharaan,i biayai bungai dani biayai modali 

untuki penyediaani jasai yangi bersangkutan,i aspeki keadilan,i kemampuani 

masyarakati dani efektivitasi pengendaliani atasi pelayanani tersebut. 

                                                           
28 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 21.  
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b. Retribusii Jasai Usaha,i keuntungani yangi wajari merupakani tujuani dani dasari 

yangi dicapaii apabilai pelayanani atasi jasai telahi dilakukani secarai efisieni dani 

sesuaii dengani hargai pasar. 

c. Retribusii Perizinani Tertentu,i biayai pelaksanaani atasi pemberiani izini yangi 

meliputii penerbitani dokumeni izin,i kontroli dilapangan,i penegakani hukum,i 

penatausahaan,i dani biayai dampaki buruki darii pemberiani izini tersebut.i Biayai 

inii berdasarkani padai tujuani untuki menutupi Sebagiani ataui seluruhi biayai 

pelaksanaani atasi pemberiani izini yangi bersangkutan. 

Sebagaii salahi satui penerimaani daerah,i retribusii memilikii angkai targeti pendapatani 

untuki menentukani seberapai efektifi dani efisieni kinerjai pemerintahi daerahi dalami 

menggalii potensii penerimaani retribusi.i Untuki menetapkani targeti pendapatani 

retribusii daerahi dilakukani perhitungani berdasarkani faktor-faktori berikut:29 

a. Realisasii penerimaani daerahi darii periodei anggarani tahuni sebelumnyai dengani 

memperhatikani faktori pendukungi dani faktori penghambati tercapainyai angkai 

realisasii tersebut; 

b. Kemungkinani pencairani nominali tunggakani tahuni sebelumnyai yangi 

diperkirakani dapati ditagihi minimali 35%i darii tunggakani dengani tahuni berlalu; 

c. Datai potensii objeki retribusii dani estimasii perkembangani darii perkiraani 

penerimaani dani penetapani tahuni berjalani minimali 80%i darii penetapan; 

d. Kemungkinani adanyai perubahani ataui penyesuaiani keseragamani darii 

penyempurnaani sistemi pemungutan; 

e. Kondisii sosiali ekonomii dani tingkati kesadarani wajibi retribusi; 

f. Perkembangani tersedianyai saranai dani prasaranai sertai biayai pungutan; 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Ibid. hlm. 56. 
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2.4. Pariwisata 

2.4.1. Pengertiani Pariwisata 

Pengertiani pariwisatai secarai entimologii katai pariwisatai berasali darii bahasai 

sansekertai yaitui katai “pari”i yangi berartii banyak;i berkali-i kali;i berputarputar,i katai 

“wisata”i yangi berartii perjalanan;i bepergian.i  

Dalami Pasali 1i Undang-Undangi Nomori 10i Tahuni 2009i tentangi kepariwisataani 

menyebutkani bahwai pariwisatai adalahi berbagaii macami kegiatani wisatai dani 

didukungi berbagaii fasilitasi sertai layanani yangi disediakani olehi masyarakat,i 

pengusaha,i Pemerintah,i dani Pemerintahi Daerah.i Kepariwisataani adalahi 

keseluruhani kegiatani yangi terkaiti dengani pariwisatai dani bersifati multidimensii 

sertai multidisiplini yangi munculi sebagaii wujudi kebutuhani setiapi orangi dani negarai 

sertai interaksii antarai wisatawani dani masyarakati setempat,i sesamai wisatawan,i 

pemerintah,i pemerintahi daerah,i dani pengusahaha.i Kepariwisataani berfungsii 

memenuhii kebutuhani jasmani,i rohani,i dani intelektuali setiapi wisatawani dengani 

rekreasii dani perjalanani sertai meningkatkani pendapatani negarai untuki mewujudkani 

kesejahteraani rakyat. 

2.4.2. Jenis-Jenisi Pariwisata 

Jenisi wisatai ditentukani menuruti motifi tujuani perjalanani dapati dibedakani adanyai 

beberapai jenisi pariwisatai khususi sebagaii berikut:30 

a. Pariwisatai untuki Menikmatii Perjalanani (Pleasurei Tourism) 

Pariwisatai untuki menikmatii perjalanani dilakukani untuki berlibur,i mencarii 

udarai segar,i memenuhii keingintahuan,i mengendorkani ketegangani saraf,i 

melihati sesuatui yangi baru,i menikmatii keindahani alam,i dani mendapatkani 

kedamaian. 

 

 

 

                                                           
30 Diana Setiati, Dampak keberadaan Objek Wisata Lava Tour terhadap keadaan sosial Ekonomi 

Masyarakat Desa Umbulharjo Cangkringan Sleman, (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 

fakultar Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2015), hlm. 10 
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b. Pariwisatai untuki Rekreasii (Recreationi Tourism).i  

Pariwisatai untuki dilakukani sebagaii pemanfaatani hari-harii liburi untuki 

beristirahat,i memulihkani kesegarani jasmanii dani rohanii dani menyegarkani 

keletihan. 

c. Pariwisatai untuki Kebudayaani (Culturali Tourism)i  

Pariwisatai untuki kebudayaani ditandaii serangkaiani motivasii sepertii 

keinginani belajari dipusati riset,i mempelajarii adati istiadat,i mengunjungii 

monumenti bersejarahi dani peninggalani purbakalai dani ikuti festivali senii 

musik. 

d. Pariwisatai untuki Olahragai (Sportsi Tourism)i  

Pariwisatai untuki olahragai dibagii menjadii duai kategorii yaknii pariwisatai 

olahragai besari sepertii Olimpiade,i Asiani Gamesi dani SEAi Gamesi sertai buati 

merekai yangi ingini berlatihi ataui mempraktikkani sendiri,i sepertii mendakii 

gunung,i panjati tebing,i berkuda,i berburu,i raftingi dani memancing.i  

e. Pariwisatai untuki Urusani Usahai Dagangi (Businessi Tourism)i  

Pariwisatai untuki urusani usahai dagangi umumnyai dilakukani parai pengusahai 

ataui industrialisi antarai laini mencakupi kunjungani kei pamerani dani instalasii 

teknis. 

f. Pariwisatai untuki Berkonvensii (Conventioni Tourism)i  

Pariwisatai untuki berkonvensii berhungani dengani konferensi,i symposium,i 

sidingi dani simari internasional. 

 

2.4.3. Manfaati Pariwisata 

Apabilai dikajii secarai khususi pariwisatai dapati memberikani manfaati terhadapi 

masyarakati dani pemerintahi daerahi setempat.i Pariwisatai dapati meberikani manfaati 

bagii masyarakati yangi adai dii dekati objeki wisata.i Adai beberapai manfaati yangi dii 

rasakani masyarakati dengani adanyai pariwisatai antarai laini :31 

a. Menambahkani kesempatani berusahai bagii penduduki maupuni masyarakati yangi 

tinggali dii sekitari objeki wisata. 

                                                           
31 Bagyono, Pariwisata dan Perhotelan (Bandung : Alfabeta, 2014) hlm.21 
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b. Sektori pariwisatai bisai menyerapi tenagai kerjai yangi bisai meningkatkani 

perolehani sertai kesejahteraani penduduk. 

c. Perolehani negarai meningkati berbentuki pajaki baiki darii parai wisatawani yangi 

datangi ataui pajaki darii fasilitasi sosiali dii daerahi objeki wisata,i dani keuntungani 

darii pertukarani matai uangi asingi dengani matai uangi Indonesiai untuki keperluani 

parai wisatawan. 

d. Terpeliharanyai kelestariani lingkungani hidupi dani kebudayaani nasional.i 

Dengani adanyai pariwisata,i masyarakati selalui menjagai keutuhani sertai 

kelestariani objeki wisata,i baiki objeki wisatai keindahani alam,i bangunan-

bangunani dani peninggalani bersejarahi ataui budaya-budayai tradisionali 

masyarakat. 

 

Selaini bermanfaati bagii masyarakat,i pariwisatai jugai memberikani manfaati bagii 

pemerintahi daerah.i Manfaati pariwisatai bagii pemerintahi daerahi adalahi sebagaii 

berikuti :32 

a. Meningkatkani Pendapatani Aslii Daerahi melaluii pajaki sepertii pajaki restoran,i 

pajaki bandara,i pajaki karyawan,i pajaki pengunjung,i pajaki wisatawani dani laini 

sebagainya; 

b. Membukai lapangani pekerjaani bagii tenagai siapi kerja.i Parai tenagai kerjai bisai 

mendapatkani pekerjaani darii sektori pariwisatai sepertii menjadii penjagai loket,i 

membukai tempati makan,i tempati perbelanjaan,i pendiriani penginapan,i dani laini 

sebagainya; 

c. Menstabilkani perekonomiani daerahi dani penganekaragamani pekerjaan.i 

Melaluii pariwisatai keadaani perekonomiani masyarakati akani meningkati dani itui 

tentui akani menstabilkani kondisii perekonomiani lokali mereka. 

d. Pembangunani daerahi wisatai baiki dii kotai maupuni dii daerah.i Dengani demikiani 

sektori pariwisatai amati sangati berperani dalami menunjangi pembangunani 

daerahi yangi akani menariki wisatawani baiki domestiki maupuni internasional. 

 

                                                           
32 I Gusti Bagus Ardana, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Depok: rajawali Pers, 2017), 

hlm. 119 
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BABi IIIi  

METODEi PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatani Masalah 

Pendekatani masalahi yangi digunakani dalami penulisani skripsii ini,i dilakukani 

dengani metodei pendekatani yuridisi empiris.i Pendekatani secarai yuridisi empirisi 

adalahi pendekatani dengani carai menelitii datai primeri ataui kajiani bekerjanyai hukumi 

dalami masyarakat.i Penelitiani dilakukani dengani melakukani kajiani langsungi kei 

narasumberi gunai memperolehi kejelasani informasii terkaiti pemungutani tempati 

rekreasii pariwisatai dani kontribusinyai terhadapi Pendapatani Aslii Daerahi (PAD)i dii 

Kabupateni Tanggamus. 

 

3.2. i Sumberi Datai dani Jenisi Datai  

Sumberi datai yangi dikumpulkani untuki menyusuni penelitiani inii menggunakani duai 

sumberi data,i yaitui datai primeri dani sumberi datai sekunder. 

3.2.1. Datai Primer 

Datai primeri merupakani datai yangi diambili secarai langsungi melaluii informani yangi 

berasali darii Dinasi Pariwisatai dani Kebudayaani Kabupateni Tanggamus,i Badani 

Pengelolaani Keuangani Daerahi Bidangi Penerimaan,i Evaluasii dani Pengendaliani 

Pendapatani Daerahi Kabupateni Tanggamus,i sertai respondeni yangi merupakani 

Wajibi Retribusii diambili sampelnyai darii Objeki Wisatai Airi Terjuni Wayi Lalaani dani 

Teluki Kiluani dengani mengisii kuisioneri sebagaii sumberi pertamai dani melaluii 

wawancarai yangi kemudiani diolahi sedemikiani rupai agari memperolehi bahani kajiani 

yangi sesuaii dengani pokoki permasalahani yangi sedangi diteliti. 
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Beberapai informani dani respondeni yangi membantui dalami memberikani datai dani 

keterangani dalami penelitiani inii ialahi sebagaii berikut: 

1. Ibui Ernii Susita,i S.E.i selakui Pejabati Fungsionali Adyatamai Kepariwisataani dani 

Ekonomii Kreatifi Dinasi Pariwisatai dani Kebudayaani Kabupateni Tanggamus; 

2. Ibui Dessii Mauliani,i S.E.,i M.M.i selakui Kepalai Subi Bidangi Penerimaan,i 

Evaluasii dani Pengendaliani Pendapatani Daerahi Badani Pengelolaani Keuangani 

dani Aseti Daerahi Kabupateni Tanggamus; 

3. Ulfii Nurhasanahi selakui Wajibi Retribusii dii Airi Terjuni Wayi Lalaan; 

4. Sulistiawatii selakui Wajibi Retribusii dii Airi Terjuani Wayi Lalaan; 

5. Wahyui Ajii selakui Wajibi Retribusii dii Tamani Wisatai Muarai Indah; 

6. Ilhami Ibnui Selakui Wajibi Retribusii dii Tamani Wisatai Muarai Indah; 

 

3.2.2. Datai Sekunder 

Datai sekunderi adalahi datai yangi didapatkani darii penelitiani kepustakaani dengani 

melakukani kajiani literaturi darii berbagaii sumberi yangi ditemukani mengenaii 

permasalahani yangi terkaiti dalami penelitiani inii dengani menelaahi berbagaii buku,i 

dokumeni sertai peraturani perundang-undangani yangi berlaku.i Datai sekunderi dalami 

penelitiani inii terbagii menjadii 3i (tiga),i yaitui sebagaii berikut: 

1. Bahani hukumi primeri yangi digunakani dalami penelitiani ini,i ialahi sebagaii 

berikut: 

a. Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945; 

b. Undang-Undangi Nomori 28i Tahuni 2009i tentangi Pajaki Daerahi dani 

Retribusii Daerah 

c. Undang-Undangi 23i Tahuni 2014i tentangi Pemerintahani Daerah; 

d. Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 2022i tentangi Hubungani Keuangani antarai 

Pemerintahi Pusati dani Pemerintahi Daerah; 

e. Peraturani Daerahi Kabupateni Tanggamusi Nomori 2i Tahuni 2016i tentangi 

Retribusii Tempati Rekreasii dani Olahraga; 

f. Peraturani Bupatii Tanggamusi Nomori 5i Tahuni 2022i tentangi Perubahani atasi 

Peraturani Bupatii Tanggamusi i Nomori 32i Tahuni 2017i tentangi Petunjuki 
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Teknisi Pelaksanaani Peraturani Daerahi Kabupateni Tanggamusi Nomori 2i 

Tahuni 2016i tentangi Retribusii Tempati Rekreasii dani Olahraga; 

2. Bahani hukumi sekunderi yangi dijadikani bahani untuki mendukungi penelitiani inii 

berbentuki bukui hukum,i jurnali hukum,i majalahi hukum,i hasili penelitiani hukum,i 

ataui pendapati parai ahlii hukum. 

3. Bahani hukumi tersieri dapati berupai Kamusi Hukum,i Kamusi Besari Bahasai 

Indonesia,i Ensiklopedia,i dani Ensikolediai Hukum.i  

 

3.3. Metodei Pengumpulani Datai dani Pengelolaani Data 

3.3.1. Metodei Pengumpulani Data 

Metodei pengumpulani datai yangi digunakani dalami menyusuni penelitiani inii 

menggunakani metodei sebagaii berikut: 

1. Studii Lapangani (Fieldi Research) 

Studii lapangani merupakani metodei pengumpulani datai untuki memperolehi datai 

primeri yangi dibutuhkani dalami penelitiani dengani carai terjuni langsungi kei 

lokasii penelitian.i Metodei inii dilakukani dengani wawancarai langsungi kepadai 

pihak-pihaki yangi memahamii permasalahani yangi dibahasi dalami penelitian.i 

Wawancarai disajikani dengani berpedomani padai daftari pertanyaani yangi telahi 

disiapkani sedemikiani rupai agari dapati memperolehi informasii yangi dibutuhkani 

gunai menjawabi permasalahani yangi adai dalami penelitiani yangi dilakukan. 

2. Studii Pustakai (Libraryi Research) 

Studii Pustakai adalahi kegiatani yangi dilakukani untuki mendapatkani datai 

sekunderi berupai teori-teorii hukum,i asas-asas,i doktrin,i dani kaidahi hukumi 

dengani carai membaca,i mengutipi buku-buku,i sertai menelaahi peraturani 

perundang-undangan,i dokumen,i dani informasii mengenaii permasalahani yangi 

dibahasi dalami penelitiani ini.i  

 

3.3.2. Pengelolaani Data 

Pengelolaani datai dilakukani untuki membantui dalami melakukani analisisi datai yangi 

didapatkani dalami penelitiani ini.i Pengelolaani datai dilakukani dengani prosesi 

mengelompokkani dani mengurutkani datai kei dalami susunan,i kategori,i dani satuani 
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uraiani dasari sehinggai dapati dirumuskani hipotesisi darii pelaksanaani pemungutani 

retribusii tempati rekreasii pariwisatai dani kontribusinyai terhadapi Pendapatani Aslii 

Daerahi dii Kabupateni Tanggamus. 

1. Seleksii Data 

Tahapani inii dilakukani dengani memeriksai dani menyeleksii datai yangi sudahi 

terkumpuli darii berbagaii sumberi untuki dipilahi menuruti permasalahani yangi 

ditelitii yaitui pemungutani retribusii tempati rekreasii pariwisatai dani 

kontribusinyai terhadapi Pendapatani Aslii Daerahi dii Kabupateni Tanggamus. 

2. Klasifikasii Data 

Klasifikasii datai yaknii mengelompokkani datai sesuaii dengani permasalahani 

yangi dibahasi tentangi pemungutani retribusii tempati rekreasii pariwisatai dani 

kontribusinyai terhadapi Pendapatani Aslii Daerahi dii Kabupateni Tanggamusi 

agari mendapatkani datai yangi diperlukani dalami permasalahani tersebut. 

3. Penyusunani Data 

Tahapani inii dilakukani dengani menyusuni datai yangi telahi diklasifikasikani 

sesuaii denngani pokoki bahasani yangi adai kemudiani disusuni sesuaii dengani 

sistematikai yangi sudahi ditentukan.i  

 

3.4. Analisisi Data 

Analisisi datai yangi digunakani untuki mendapati jawabani permasalahani yangi 

dibahasi adalahi analisisi deskriptifi kualitatif.i Analisisi deskriptifi kualitatifi 

merupakani teknisi analisisi datai yangi menguraikani datai dalami bentuki deskripsii ataui 

gambarani dengani kata-katai atasi subjeki dani objeki penelitiani yangi dilakukani secarai 

teratur,i runtun,i logis,i tidaki tumpangi tindih,i dani efektif.i i  
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BAi Bi V 

PENUTUP 

 

 

5.1.i  Kesimpulan 

 

Berdasarkani hasili pembahasani dani penelitiani makai penulisi menariki kesimpulani 

sebagaii berikuti : 

1. Pemungutani Retribusii Tempati Rekreasii Pariwisatai dii Kabupateni Tanggamusi 

menjadii kewenangani darii Dinasi Pariwisatai dani Kebudayaani Kabupateni 

Tanggamus.i Pelaksanaani Pemungutani Retribusii Tempati Rekreasii Pariwisatai 

diaturi dalami Perbupi Tanggamusi No.i 5i Tahuni 2022i tentangi Perubahani atasi 

Perbupi Tanggamusi i No.i 32i Tahuni 2017i tentangi Petunjuki Teknisi Pelaksanaani 

Perdai No.i 2i Tahuni 2016i tentangi Retribusii Tempati Rekreasii dani Olahragai 

yangi masihi berlakui hinggai sekarang.i Pemungutani Retribusii Tempati Rekreasii 

Pariwisatai dilaksanakani secarai langsungi olehi Dinasi Pariwisatai i melaluii 

petugasnyai yangi tersebari dii tiapi obyeki wisatai dii Kabupateni Tanggamusi yangi 

dii kelolai olehi Pemerintahi Daerahi yangi melakukani pemungutani retribusii tiketi 

masuki wisata. 

Pemungutani Retribusii Tempati Rekreasii Pariwisatai dii Kabupateni Tanggamusi 

sudahi dilaksanakani dengani peraturani yangi adai yaitui Perdai No.i 2i Tahuni 2016.i 

Dengani carai langsungi diserahkani kei Bendaharai Dinasi Pariwisata.i Kemudiani 

darii Bendaharai Pengelolai menyerahkani hasili pungutani retribusii tersebuti 

langsungi kei Kasi Daerahi setiapi harii berapapuni nominalnya,i dani memberikani 

kontribusii darii pungutani retribusii tempati rekreasii pariwisatai padai PADi dii 

tahuni 2023i sebesari 0,02%i padai PADi yangi adai dii Kabupateni Tanggamus. 

2. Beberapai faktori penghambati dalami pelaksanaani pemungutani retribusii tempati 

rekreasii pariwisatai dii Kabupateni Tanggamus,i yaitui alasani subjektif,i 
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kurangnyai kesadarani masyarakati akani retribusii daerah,i pandemii covid-19i 

yangi membuati penurunani padai sektori pariwisata,i dani saranai sertai prasaranai 

yangi disediakani Pemerintahi Daerahi yangi kurangi memuaskan. 

 

5.2.i  Saran 

Sarani yangi dapati diberikani sebagaii masukani atasi hasili penelitiani yangi sudahi 

dilaksanakani dani dituangkani dalami penulisani inii adalahi sebagaii berikut: 

Pemerintahi Kabupateni Tanggamusi perlui segerai Menyusuni dani merancangi 

Peraturani Daerahi dani Peraturani Pelaksanai terbarui mengenaii Retribusii Daerahi 

yangi sesuaii dengani nomenklaturi Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 2022i i tentangi 

Hubungani Keuangani antarai Pemerintahi Pusati dani Pemerintahi Daerahi (UUi 

HKPD).i Perubahani inii diharapkani dapati memberikani kepastiani hukumi kepadai 

masyarakati dalami hali pemungutani retribusii daerah.i  

Dinasi Pariwisatai dani Kebudayaani Kabupateni Tanggamusi perlui meningkatkani 

pengawasani terhadapi pelaksanaani pemungutani Retribusii Tempati Rekreasii 

Pariwisatai dii Kabupateni Tanggamus.i Selaini itu,i Dinasi Pariwisatai perlui 

meningkatkani lagii koordinasii dengani petugasi lapangani dalami pemungutani dani 

melakukani checki andi balancei terkaiti jumlahi wajibi retribusii yangi adai dii tiapi obyeki 

wisatai dani jugai fasilitasi yangi dimanfaatkani olehi wajibi retribusii sebagaii objeki darii 

retribusii tempati rekreasii pariwisata. 

Pemerintahi Kabupateni Tanggamusi perlui melakukani perbaikani saranai dani 

prasaranai yangi adai dii tiap-tiapi obyeki wisatai gunai terciptanyai suasanai yangi 

nyamani saati berwisata.i Kondisii saranai dani prasaranai yangi adai dii obyeki wisatai 

harusi selalui diperhatikani dani segerai dilakukani perbaikan.i Rekondisii saranai dani 

prasaranai padai obyeki wisatai jugai ditujukani untuki memberikani kenyamanani 

pengunjungi dani menariki minati pengunjungi laini untuki datangi kei obyeki wisatai 

tersebuti gunai meningkatkani aktivitasi dani pemanfaatani untuki menaikani Tingkati 

kontribusii darii pemungutani retribusii tempati rekreasii pariwisatai terhadapi PADi 

Kabupateni Tanggamus.i  



51 

 

 

Pemerintahi Kabupateni Tanggamusi jugai harusi segerai memperbaruii Peraturani 

Daerahi terkaiti Retribusii Daerahi terkhususi Retribusii Tempati Rekreasii Pariwisata,i 

karenai Peraturani Daerahi Nomori 2i Tahuni 2016i masihi didasarii dengani Undang-

Undangi Nomori 28i Tahuni 2009i tentangi Pajaki dani Retribusii Daerah,i pembaruani 

Peraturani tersebuti dilakukani agari sesuaii dengani Undang-Undangi yangi barui yaitui 

Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 2022i tentangi Hubungani Pemerintahi Pusati 

dengani Pemerintahi Daerahi yangi jugai mengaturi tentangi Retribusii Daerah. 

Masyarakati Kabupateni Tanggamusi jugai harusi meningkatkani kesadarani jugai 

meningkatkani pengetahuani tentangi retribusii daerahi terkhususi retribusii tempati 

rekreasii pariwisata.i Masyarakati jugai seharusnyai jangani menjadikani alasani merasai 

kenali dengani petugasi tiket,i mengakui saudarai dengani petugasi tiket,i dani mengakui 

bahwai merekai penduduki disanai dani tidaki maui membayari tiketi masuki jugai 

memintai gratis.i  
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